GUBERNUR GORONTALO
KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 241/2/X1/2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2025

Menimbang :

Mengingat :

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (3) Pasal 19

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu menetapkan

Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Program Pembentukan

Peraturan Kepala DaerahTahun 2025;

1.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran

Negara RepublikIndonesia Nomor 4060);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor

120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

: Program Pembentukan Peraturan Gubernur Gorontalo Tahun

2025, dengan rincian Rancangan Peraturan Gubernur
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur
ini.

: Program Pembetukan Peraturan Gubernur sebagaimana

dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi
Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dalam penyusunan
Rancangan Peraturan Gubernur Gorontalo Tahun 2025.

: Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo;

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 14 November 2025

ERNUR ('-()R()N'I‘Al.(h

GUSNAR ISMAIL



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

241/2/X1/2025
14 November 2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2025.

A. RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR AJUAN PERANGKAT DAERAH

JUDUL/SUBSTANSI PENGUSUL
NO RANCANGAN PERATURAN PELAKSANAAN
GUBERNUR GORONTALO
melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a
Rancangan Peraturan Gubernur Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
1 | tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan | Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun| Biro Organisasi
Pemerintah Provinsi Gorontalo 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di
Lingkungan Instansi Pemerintah
melaksanakan ketentuan Pasal 24 Undang- Dinas
Rancangan Peraturan Gubernur Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komunikasi,
2 | tentang Komisi Informasi Provinsi Keterbukaan Informasi Publik Informasi dan
Statistik
Rancangan Peraturan Gubernur ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf a Peraturan
tentang Rencana Aksi Penerapan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 . )
3 | Standar Pelayanan Minimal Provinsi tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal | Biro Pemerintahan
Gorontalo Tahun 2025-2029
Rancangan Peraturan Gubernur | melaksanakan ketentuan ayat (5) Pasal 17 dan
tentang Peraturan Pelaksanaan | Pasal 112 perlu menetapkan Peraturan
Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo | Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan . .
4 | Nomor 4 Tahun 2023 tentang Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Dinas Sosial
Perlinduncan dan Pemenuhan Hak Tahun 2023 tentang Pelindungan dan
gan 1 Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Penyandang Disabilitas.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pemerintahan Daerah
tentang Pengawasan Sumberdaya 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan| Dinas Kelautan
S | Kelautan dan Perikanan Provinsi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan| dan Perikanan
Gorontalo Ruang Laut




3. Peraturan Menteri Kelautan Nomor
47 /PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan
Tugas Pengawas Perikanan.

Rancangan Peraturan Gubernur
tentang Teknis Pemberian Tunjangan
Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,

Badan Keuangan

© Pejabat Negara dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Di
Lingkungan Pemerintahan Provinsi
Gorontalo.
Rancangan Peraturan Gubernur ketent_uanAyat (5) Pasal51 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 201 tentang
7 tent'ang Standar Harga Satuan Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Keuangan
Regional Tahun Anggaran 2026
Rancangan Peraturan Gubernur | Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 25 Tahun
tentang Perubahan Atas Peraturan | 2024 tentang Pengendalian Pengadaan
Gubernur Gorontalo Nomor 25 Tahun | Barang/Jasa  Pemerintah  Melalui Penyedia
g | 2024 tentang Pengendalian Pengadaan Dilingkungan Pemerintah Daerah. Biro Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Melalui
Penyedia Dilingkungan Pemerintah
Daerah.
Rancangan Peraturan Gubernur | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
tentang Perubahan Ketiga Atas|2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
g | Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun Keuangan Daerah Badan Keuangan
2021 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolan Keuangan Daerah
Rancangan Peraturan Gubernur | ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Gubernur Gorontalo Nomor 24 Tahun | Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
10| 2022 Besaran Biaya Kepala Daerah Badan Keuangan

tentang
Penunjang Operasional Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah




melaksanakan ketentuan ayat (5) Pasal 51
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

‘lc?ancangan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Bab
entang Standar Harga  Satuan I bascian d ka 1 huruf o L . Perat Badan K
11| Regional Pemerintah Provinsi agian d angka uruf o Lampiran Peraturan Badan Keuangan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Gorontalo Tahun Anggaran 2026 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah
Rancangan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan
Gubernur Gorontalo Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata  Cara  Penganggaran, | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77
12 Pelaksanaan dan Penatausahaan, | Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan] Badan Keuangan
Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta | Keuangan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Perubahan Atas Peraturan Gubernur | Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Badan
Gorontalo Nomor 21 Tahun 2018 tentang | Nomor Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi p
kan Lembaga Sertifikasi | Pemeritnahan. engembangan
13 | Pembentu 28 Sumber Daya
Penyelenggara Pemerintahan Dalam M .
. . anusia
Negeri Provinsi Gorontalo
Rancangan Peraturan Gubernur tentang ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf a Peraturan
Rencana  Aksi  Penerapan  Standar | Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Biro Pemerintahan
14 | Pelayanan Minimal Provinsi Gorontalo | Penerapan Standar Minimal dan Kesra
Tahun 2025-2029
Rancangan Peraturan Gubernur tentang | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun
Penanganan Dan Tata Cara Pengaduan | 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan I Ktorat
15 | Masyarakat Berkadar Pengawasan Di|Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah nspextora
Lingkungan Pemerintah Daerah.
e Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021
tentang Kemudahan, Pelindungan dan  pinas Koperasi,
Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil UMKM,
16 Penyelenggaraan Koperasi Desa/ dan Menengah Perindustrian dan
Kelurahan Merah Putih. e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Perdaganagan

tentang Badan Usaha Milik Desa.

Provinsi Gorontalo




Rancangan Peraturan Gubernur tentang
Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan

Pasal 28 ayat (2) Peraturan Badan Riset dan Inovasi
Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola

BAPPPEDA

17 | lmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Riset dan Inovasi di Daerah
Tahun 2025-2029
1. Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun|
gancangan geraturan gugernur )‘Een)‘iang 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Badan K
18 | Sahcangan teraturan Lubernur tentang | 5 peratyran Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang adan feuangan
Perjalanan Dinas .
Standar Harga Satuan Regional
Rancangan Peraturan Gubernur tentang | Pasal 58 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 35 ) .
s . Dinas Lingkungan
Pemanfaatan Barang Milik Daerah | Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Hidup dan
19 | Incinerator Limbah Bahan Berbahaya dan | dan Retribusi Daerah Kehutanan
Beracun
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  |Dinas Pekrjaan
Rancangan Peraturan Gubernur tentang | Pemerintahan Daerah Umum, Penataan
20 Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air | 2. Pasal 25 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Ruang, Perumahan

Limbah Domestik Tahun 2025-2043

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
04/PRT/M /2017

dan Kawasan
Permukiman

21

Rancangan Peraturan Gubernur tentang
Roadmap Sanitasi Provinsi Tahun 2025-
2029

Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun
2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan
Sanitasi

Dinas Pekrjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
dan Kawasan
Permukiman

22

Rancangan Peraturan Gubernur tentang
Pengendalian dan Penanggulangan
Penyakit Rabies

Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dinas Pertanian




B. RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KUMULATIF TERBUKA

NO

JUDUL RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR
GORONTALO

PELAKSANAAN

PENGUSUL

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun 2025

Tindak lanjut peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi dan/atau pembahasan bersama

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Gorontalo

Badan Keuangan

Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Gorontalo Tahun 2025

Badan Keuangan

Penjabaran Pertanggung Jawaban
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Badan Keuangan

GUSNAR ISMAIL




